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l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan IJndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelala Keterhnlkaan T  nfarmaci Pohlik  Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

9. Keputusan.Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang
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Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Minimal Sarjana
Menguasai Tata Pembukuan

. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
. Memiliki Tata Krama

N

Banten.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Dengan masyarakat yang membutuhkan 1 Formulir isian
informasi dari pemerintah 2 komputer
3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada vang terlewati maka 1 Dicatat pada buku rekap informasi
pemohon informasi tidak akan terlavani
dengan Baik

2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka
Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image
Positif Pemerintah Daerah terhadap
masvarakat meniadi Negatif
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan IJndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola  Keterhulkaan T nformaei Puhlik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang
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Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten.

1. Minimal Sarjana

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Dengan masyarakat yang membutuhkan

informasi dari pemerintah

1 Formulir isian
2 komputer

5ATK

3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka
pemohon informasi tidak akan terlayani
dengan Baik

2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka
Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image
Positif Pemerintah Daerah terhadap
masvarakat meniadi Negatif

1 Dicatat pada buku rekap informasi




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANAAN PENDUKUMG
No CHRARSH PETUGAS | KETUA PPID TIM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT ETRIEAN
PPID PEMBANTU | PERTIMBANGAN
PEMBANTU

i, Mengumpulkar informasi dan Form Daftar Informasi Tentatif Daftar
dokumentasi yzng sudah ditetapkan ' yang Dikecualikan, Informasi
sebagai informzsi yang dikecualikan A Lembar Pengujian Publik
dari SKPD. selaku PPID Pembantu, Konsekuensi
berikut lembar pertimbangan uji
konsekuensi.

2 Mengklasifikasi informasi yang TIDAK Daftar Informasivang Tentatif Daftar
dikecualikan berdasarkan jangka Dikecualikan Informasi
waktu pengecu:lian informasi, Publik
mengarsipnya berdasarkan urutan ‘ =
jangka waktu p2nyimpanan YA _

3. | Mengubah informasi yang Lembar Pertimbarigan Sesuai Daftar
dikecualikan yang telah habis jangka Uji Konsekuensi Peraturan Informasi
waktu pengecualiannya menjadi ' . - lAl Peruadng- | Publik
informasi publik dalam jangka vwaktu undzngan
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu dengan
persetujuan pimpinan badan publik
pengecualian

4. Mengelola dan menyimpan dokimen é\ Alat Tulis Kantor Tentatif
informasi yang dikecualikan dalam
bentuk soft copy dan tempat
penyimpanan dokumen dalam bentuk
hard copy dengan tata cara seperti
mengarsip dokumen

5. | Mengunggah Daftar Informasi yang @ Website Dan Sarzna Adanya
dikecualikan ke website resmi Informasi Lainnya yang Koaten
pemerintah daerah maupun me alui - DimilikiOleh Koniponen Dz ftar
sarana informasi lainnya Pemerintah Daeriah informasi

yang
dikecnalikan
di Website
resmi
Pemerintah
dacrah




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANAAN PENDUKUNG
" ke PETUGAS | KETUA PPID TIM KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT e e
PPID PEMBANTU PERTIMBANGAN
PEMBANTU

1 Mengumpulkan informas: dan Form Daftar Informas: Tentat:f Daftar
dokumentas yang sudah ditetapkan l vang Dikecuahkan Informas:
sebaga: informas) yvang dikecuahkan A Lembar Pengujian Publik
dar: SKPD selaku PPID Pembantu Konsekuens
berikut lembar perumbangan upn
konsekuens:

2 Mengklasifikas: informas: yvang TIDAK Daftar Informas: yvang Tentatf Daftar
dikecualikan berdasarkan jangka Dikecuahikan Informas:
waktu pengecualian informas:, Publk
mengarsipnya berdasarkan urutan ‘

Jangka waktu penyunpanan YA

a Mengubah informas: vang Lembar Perumbangan Sesua: Daftar
dikecualikan vang telah habis jangka Un Konsekuens: Peraturan Informas:
waktu pengecualinnnya menjad: l <} lAllI. Perundng- Publik
mnformas: publik dalam jangka waktu undangan
30 (uga puluh) han kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu dengan
persetujuan pimpimnan badan publhik
pengecuahan

a Mengelola dan menyvunpan dokumen ¥ Alat Tulis Kantor Tentat:f
informasi yang dikecualikan dalam
bentuk soft copy dan tempat l
penyumpanan dokumen dalam benruk
hard copy dengan tata cara sepert:
mengarsip dokumen

5 Mengunggah Daftar Informas: yang Website Dan Sarana Adanya
dikecualikan ke website resm v Informas: Lamnnya yang Konten
pemerintah daerah maupun melahu l Damihki Oleh Komponen Daftar
sarana informas: lainnya Pemerintah Daerah nformas:

yang
dikecualikan
di Website
resmas
Pemernntah

daerah




